PURBALINGGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 16 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuatuPsrePemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efeksfita
akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika
perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan,
maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga yang berlaku
pada saat ini, perlu diganti dan disesuaikan lagi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Purbalingga;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 198%@tang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah,;

2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
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3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

8 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

9 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11
Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menetapkan

KABUPATEN PURBALINGGA

dan
BUPATI PURBALINGGA
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PURBALINGGA TENTANG ORGANISASI DAN
TATAKERJA  LEMBAGA  TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.

Bupati adalah Bupati Purbalingga.

Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA
adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA
adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purbadingg
Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya
disebut BAPERMAS adalah Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan yang selanjutnya disebut BKBPP adalah
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Purbalingga.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya diselkilit &lalah Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga.

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungansydeakat yang
selanjutnya disebut KESBANGPOLLINMAS adalah Kant#resatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat KakarpRurbalingga.
Kantor Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebutHKkdalah Kantor
Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selam@juttisebut KPAD
adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabnpatrbalingga.
Kantor Ketahanan Pangan yang selanjutnya diseb#iP Kdalah Kantor
Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga.

Kantor Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kdeldlah Kantor
Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disetfsityIRadalah Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Purbalingga.

UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan umekaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan gangnyang mempunyai
wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menumjukkagas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PegawadriNgipil dalam
Satuan Organisasi yang pelaksanaan tugasnya didagaada keahlian dan
atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jab&iagsional yang
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjangajah fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Tekbéerah, yang
terdiri dari :

1.

O N OAWN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Inspektorat Kabupaten.

Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Badan Kepegawaian Daerah.

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungasyéeakat.
Kantor Lingkungan Hidup.

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
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9. Kantor Penanaman Modal.
10. Kantor Ketahanan Pangan.
11. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB Il
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAEAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

BAPPEDA merupakan unsur perencana penyelenggaraarermtahan yang
melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencadaarah, koordinasi
penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujstaategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan daerah yang dipimpin s#ehang Kepala Badan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepagiaiBnelalui SEKDA.

Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan penggéeaan
pemerintahan daerah dibidang Perencanaan Pemban@asah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimanaksimadalam Pasal 4,

BAPPEDA, mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaabasgunan daerabh;

b. perencanaan program kerja, pengendalian, dan pemgam teknis
operasional dibidang Pembangunan Daerabh;

c. penyusunan Rencana Pembangunan Daerabh;

d. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunartardiahembaga
Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga laingyada di Daerah serta
koordinasi perencanaan Pembangunan antar Daerabh;

e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelaksangaemelitan dan
pengembangan untuk kepentingan Perencanaan PembargjiDaerah;

f. pelaksanaan monitoring perkembangan pelaksanaaan@&rpembangunan
untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;

g. penyusunan pelaksanaan penelitian, pelaporan, dokasi, statistik dan
evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah;

h. penyiapan bahan-bahan masukan dalam penyusunararanggendapatan
dan Belanja Daerah sesuai dengan Perencanaan RembarDaerah;
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J-

(1)

(2)

3)

(4)

pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaa
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri dari :
a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Pelaporan.
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum;

c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
1. Subbidang Produksi dan Distribusi;
2. Subbidang Jasa dan Keuangan.

d. Bidang Pemerintahan dan Kesra, terdiri dari :
1. Subbidang Pemerintahan;
2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.

e. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, terdiri dari
1. Subbidang Sumber Daya Alam dan Tata Ruang;
2. Subbidang Prasarana Wilayah.

f. Bidang Statistik, Pengendalian dan Evalusdiri dari :
1. Subbidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan;
2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.

g. UPTB;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (Lnpgiipioleh seorang
Sekretaris, yang berada di bawah dan bertangguabjd&epada Kepala
BAPPEDA.

Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud padd Bydipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dararfggingjawab
kepada Kepala BAPPEDA.

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pyatlg13, dipimpin
olen seorang Kepala Subbagian yang berada di badah
bertanggungjawab kepada Sekretaris.
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(5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud padg13, dipimpin
oleh seorang Kepala Subbidang vyang berada dibawan d
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing

(6) Bagan Organisasi BAPPEDA, sebagaimana tercantuamdabmpiran |
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pamaaerah ini.

BAB IV
INSPEKTORAT KABUPATEN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawas pemggeElsaan Pemerintah
Daerah dibidang pengawasan yang dipimpin olelmasgolnspektur yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langkepgda Bupati.

Pasal 8

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok mefaksan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dibidang pengawasan berdasagkdéakan yang ditetapkan
oleh Bupati.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanan dihaftalam Pasal 8,

Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pengawasanyefsrggaraan
pemerintahan, pembangunan serta pengelolaan kauatdan kekayaan
daerah;

b. pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang pengawasayelenggaraan
pemerintahan, pembangunan serta pengelolaan kauatdan kekayaan
daerah;

c. pengujian dan penilaian atas kebenaran laporarabbeatau sewaktu- waktu
dari setiap tugas perangkat daerah;

d. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pemgsehiang hambatan,
penyimpangan atau penyalah gunaan tugas peraragaid

e. pembinaan tenaga fungsional pengawas di lingkundaspektorat
Kabupaten;

f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaa

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olgtat3u
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, teraliri:d
a. Inspektur;

b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.

Inspektur Pembantu Wilayah I;
Inspektur Pembantu Wilayah II;
Inspektur Pembantu Wilayah I,
Inspektur Pembantu Wilayah IV;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

~ o oo

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (ljnmlip oleh seorang
Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggwabjkepada Inspektur.

(3) Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah, dipimgieh seorang
Inspektur Pembantu, yang berada di bawah dan lggdag jawab kepada
Inspektur.

(4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gaasising dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di baaahbertanggung
jawab kepada Sekretaris.

(5) Bagan Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagairt&nantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkiari Peraturan
Daerah ini.

BAB V
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 11

BAPERMAS merupakan unsur pendukung penyelenggdPaamerintah Daerah
dibidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi @ahgngan, ketahanan
masyarakat, usaha ekonomi desa dan pendayagunia@olotg tepat guna,
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sumber daya masyarakat, pemukiman desa/kelurahamg ylipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang berada di bawah dannbguiagjawab kepada
Bupati melalui SEKDA.

Pasal 12

BAPERMAS mempunyai tugas pokok melaksanakan penggbraan
pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat mafiguti pengembangan
dan ketahanan masyarakat, usaha ekonomi desa ddaypgunaan teknologi
tepat guna, sumber daya dan pemukiman desa/ketutsrdasarkan kebijakan
yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaffalasm Pasal 12,
BAPERMAS, mempunyai fungsi :

a. fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidangiperdayaan masyarakat;
b. penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan progranyugunan bahan
pertimbangan pemberian kebijakan dan pembinaan isteldibidang

pemberdayaan masyarakat;
c. pengkoordinasian pelaksanaan program proyek mass#&/kelurahan dan
pengembangan prakarsa serta swadaya gotong royasgarakat dalam
kegiatan pemberdayaan masyarakat;
penilaian dan penyusunan laporan dibidang pembaatiamasyarakat;
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
fasilitasi kelembagaan masyarakat;
perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelsan pemanfatan
teknologi tepat guna;
perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi sbsidaya;
perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pal@@n ekonomi
masyarakat;
j- pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaa
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

—z ae@~oeo

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14
(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyatekditj dari :
a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari ;
1. Subbagian Program dan Pelaporan;
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2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.

c. Bidang Ketahanan Masyarakat, terdiri dari :
1. Subbidang Penanggulangan Kemiskinan;
2. Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.

d. Bidang Pemberdayaan Potensi Masyarakat, terdiri dar
1. Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi Rakyat darologi
Tepat Guna;
2. Subbidang Sumber Daya Desa dan Lingkungan.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakatiri tebadli :
1. Subbidang Pengembangan Swadaya Gotong Royong M&aya
2. Subbidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan.Sosial

f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (ljpmip oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungj&epada Kepala
BAPERMAS.

(3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada (&yatdipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawatbedanggungjawab
kepada Kepala BAPERMAS.

(4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud patld13, dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud padd13, dipimpin
oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawiahn
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing

(6) Bagan Organisasi BAPERMAS sebagaimana tercantdamdaampiran
Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan daratean Daerah ini.

BAB VI
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 15

BKBPP merupakan unsur pendukung penyelenggaraameriféah Daerah
dibidang keluarga berencana, pemberdayaan perengarmaperlindungan anak
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yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berddabawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 16

BKBPP mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyedeagg Pemerintahan
Daerah dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaarempean dan
Perlindungan Anak berdasarkan kebijakan yangagitetn oleh Bupati.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimattslzsn Pasal 16,
BKBPP mempunyai fungsi :

a.

b.

(1)

fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang &eja berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan progranyugunan bahan
pertimbangan pemberian kebijakan dan pembinaaristédang keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindangin

perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi bideglgarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

pengkoordinasian dan pelaksanaan program bidangarggl berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

penilaian dan penyusunan laporan bidang keluargaenbana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

pelaksanaan Keluarga berencana, pemberdayaan peremplan
perlindungan anak;

fasilitasi kelembagaan masyarakat serta peningkp&ganan wanita dan
generasi muda melalui pemberdayaan masyarakatbgangwasan jender;
pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaa

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 18

Susunan Organisasi BKBPP, terdiri dari :
a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.
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c. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
1. Subbidang Pembinaan Keluarga Berencana;
2. Subbidang Pembinaan Jaringan Institusi.

d. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
1. Subbidang Pemberdayaan Keluarga;
2. Subbidang Informasi dan Advokasi.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan danrlifdengan Anak,
terdiri dari :
1 Subbidang Pemberdayaan Perempuan;
2. Subbidang Perlindungan Anak.

f. UPTB,;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (ljnmip oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungj&epada Kepala
BKBPP.

(3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud padg Bydipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dararfggingjawab
kepada Kepala BKBPP.

(4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud patld13, dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawam d
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud padd13, dipimpin
oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing

(6) Bagan Organisasi BKBPP, sebagaimana tercantum dbampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan denganupaneDaerah ini.

BAB VII
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 19

BKD merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerdbidding Kepegawaian
yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berddebawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
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Pasal 20

BKD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyeleaggalPemerintahan
Daerah dibidang Kepegawaian Daerah berdasarkajakai yang ditetapkan
oleh Bupati.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalesach Pasal 20, BKD
mempunyai fungsi :

a.

o

penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangarahd di bidang
kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dandprogeng ditetapkan
Pemerintah;

perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;

penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaemh;

penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikargkgta dan
pemindahan;

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesusjattenorma, standar
dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan pangradndangan;
pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengaargkpémindahan dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural &tagsional sesuai
dengan norma, standart dan prosedur yang ditetagkagan peraturan
perundang-undangan;

penyiapan dan penetapan Pensiun Pegawai Negeli [jgirah sesuai
dengan norma, standar dan prosedur yang ditetagkagan peraturan
perundang-undangan;

penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejant®egawai Negeri Sipil
Daerah sesuai dengan norma, standar dan proseuyditatapkan dengan
peraturan perundang-undangan;

penyelenggaraan administrasi kepegawaian, yang angkyt kedudukan
hukum, hak dan tanggung jawab pegawai;

pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;

penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;

penyampaian informasi kepegawaian daerah kepadanBEdpegawaian
Negara;

pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usahan Béfsegawaian
Daerah;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olgdafdu
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(1)

(2)

3)

(4)

()

(6)

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 22
Susunan Organisasi BKD, yang terdiri dari :
a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.

c. Bidang Pengembangan dan Diklat, terdiri dari :
1. Subbidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai;
2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

d. Bidang Mutasi, terdiri dari :
1. Subbidang Kepangkatan;
2. Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.

e. Bidang Data dan Pembinaan Pegawai, terdiri dari :
1. Subbidang Informasi dan Pengolahan Data;
2. Subbidang Pembinaan dan Tata Usaha Kepegawaian.

f. Kelompok Jabatan Fungsional,

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (ljnmip oleh seorang
Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggumapj&epada Kepala
BKD.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masasgrgh dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawalbedanggung jawab
kepada Kepala BKD.

Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), grasising dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di baaahbertanggung
jawab kepada Sekretaris.

Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), grasising dipimpin
oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di baaahbertanggung
jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

Bagan Organisasi BKD, sebagaimana tercantum dakmplran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuesydh ini.
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BAB VIII
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

Kantor KESBANGPOLLINMAS merupakan unsur pendukunglagsana
Pemerintah Daerah di bidang pembinaan kesatuargshanpolitik dan
perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh seokapala kantor yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati m&&alDA.

Pasal 24

Kantor KESBANGPOLLINMAS mempunyai tugas pokok meakaan
pembinaan kesatuan bangsa, kemasyarakatan, pafiik perlindungan
masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapledmnBupati.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pokok Kantor KESBANGPOINMAMS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyasifung

a. penetapan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsditik dan
perlindungan masyarakat;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, egamb bimbingan,
pembinaan dan pengawasan di bidang kesatuan bampgdiik dan
perlindungan masyarakat;

c. pelaksanaan perumusan kebijakan penguatan nidi-niPancasila dan
Undang- Undang Dasar Negara Republik IndonesiamaBd5;

d. pelaksanaan penguatan nilai-nilai kebangsaan;
e. fasilitasi dan pengelolaan dinamika politik, ekomalan sosial budaya;

f. pelaksanaan penanggulangan bencana, pembinaariendayaan satuan
perlindungan masyarakat;

g. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan perlindumgeyarakat;
h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaa

i. mengadakan fasilitasi dan pembinaan terhadap @@sinkemasyarakatan
dan lembaga swadaya masyarakat;

j- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Kantor KESBANG POLLINMAS, tardari :
Kepala Kantor;

Subbagian Tata Usaha;

Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik;

Seksi Ketahanan Bangsa,;

Seksi Perlindungan Masyarakat;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud padg (13y dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawahbertanggung
jawab kepada Kantor KESBANG POLLNIMAS.

(3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud padaBydtpimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bguagjawab kepada
Kepala Kantor KESBANG POLLINMAS.

(4) Bagan Organisasi Kantor KESBANGPOLLINMAS adalah aggbimana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagidektterpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

KLH merupakan unsur pendukung pelaksana tugas HeaterDaerah dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah digopingelolaan lingkungan
hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yéegada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 28

KLH mempunyai tugas pokok melaksanakan penyeleaggarPemerintah
Daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, dsarkan kebijakan yang
ditetapkan oleh Bupati.
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Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaledaich Pasal 28, KLH
mempunyai fungsi :

a.
b.
c.

d.
e.

(1)

(2)

3)

(4)

penetapan kebijakan teknis dibidang lingkunganiid

perumusan rencana pengembangan dan penetapaanpiaga;
pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, egarb bimbingan,
pembinaan dan pemantauan dibidang lingkungan hidup;

pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengawasdardijtamdal;
pelaksanaan fasilitasi pengendalian pencemarankearsakan lingkungan
hidup serta pemulihan kualitas lingkungan;

pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaalmersdaya manusia
dan kemitraan lingkungan serta sistem manajemghkuimgan;

pelaksanaan pengembangan perangkat dan teknolaggkufigan,
pengamanan lingkungan dan pengkajian Dampak Lirgguin

pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaa

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 30

Susunan Organisasi KLH, terdiri dari :
Kepala Kantor;

Subbagian Tata Usaha;
Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran;
Seksi Pengendalian Kerusakan dan Konservasi;
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Seksi Peningkatan Kapasitas dan Teknologi;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud padd gydipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah etéanbgungjawab
kepada Kepala KLH.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud padaBydipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dampgttagjawab kepada
Kepala KLH.

Bagan Organisasi KLH, sebagaimana tercantum padgitan VII, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuesrdh ini.
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BAB X
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

KPAD merupakan unsur pendukung pelaksana tugas riteate Daerah dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dipidpengelolaan
perpustakaan, arsip daerah dan dokumen lainnyay glgsimpin oleh seorang
Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggwadj kepada Bupati
melalui SEKDA.

Pasal 32

KPAD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyeleaggapemerintah
daerah dibidang pengelolaan perpustakaan, arsi@tdalan dokumen lainnya
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas pokok KPAD sebagaimanaakduma dalam

Pasal 32, mempunyai fungsi :

a. penetapan kebijakan teknis dibidang pengelolaampustakaan, arsip
daerah dan dokumen lainnya;

b. perumusan rencana pengembangan dan penetapaanphogyja;

c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, egam bimbingan,
pembinaan dan pemantauan di bidang pengelolaarugiekaan, arsip
daerah dan dokumen lainnya;

d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengawadadagig pengelolaan
perpustakaan, arsip daerah dan dokumen lainnya;

e. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan perqmustaksip daerah
dan dokumen lainnya;

f.  pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaa

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 34
(1) Susunan Organisasi KPAD, terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
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Subbagian Tata Usaha;

Seksi Perpustakaan;

Seksi Arsip Daerabh;

Seksi Dokumentasi;

f.  Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pad@ gydipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada di bawahbdatanggungjawab
kepada Kepala KPAD.

(3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud padgByatipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dampbgrtagjawab kepada
Kepala KPAD.

(4) Bagan Organisasi KPAD, sebagaimana tercantum dakmmpiran VIl
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Paraaerah ini.

BAB Xl
KANTOR PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

KPM merupakan unsur pendukung tugas PemerintahaDakalam penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penankfodal yang dipimpin

oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah @atanggung jawab
kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 36

KPM mempunyai tugas pokok melaksanakan penyeleaggapemerintahan
daerah dibidang Penanaman Modal berdasarkan kebijgng ditetapkan oleh
Bupati.

Pasal 37
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimanaksiidadalam Pasal 36,
KPM mempunyai fungsi :
a. penetapan kebijakan teknis dibidang penanaman modal
b. perumusan rencana pengembangan dan penetapampiagia;
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c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, eegamb bimbingan,
pembinaan dan pengawasan dibidang penanaman modal;

d. pengelolaan informasi dan data di bidang penananuatal;

e. pelaksanaan fasilitasi pola kemitraan dan pengegamarkelembagaan
penanaman modal;

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaa

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi KPM, terdiri dari :
Kepala Kantor;

Subbagian Tata Usaha;

Seksi Promosi dan Kerjasama;

Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
Seksi Pembinaan dan Pengendalian;
Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pad@ gydipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawabeattanggung jawab
kepada Kepala KPM.

(3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud padaBydtpimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dampgttagjawab kepada
Kepala KPM.

(4) Bagan Organisasi KPM sebagaimana tercantum padaitamlX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuesrdh ini.

BAB XII
KANTOR KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

KKP merupakan unsur pendukung tugas PemerintahabDagalam penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang KetahBaagan yang dipimpin

oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawalbddganggungjawab kepada
Bupati melalui SEKDA.
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Pasal 40

KKP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyeleaggapemerintahan
daerah dibidang Ketahanan Pangan berdasarkan kaabij@ng ditetapkan oleh
Bupati.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimanaksiidadalam Pasal 40,
KKP mempunyai fungsi :

a. penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanangpeng

b. perumusan rencana pengembangan dan penetapampiayja,;

c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, edarb bimbingan,
pembinaan dan pengawasan di bidang ketahanan pangan

pengelolaan informasi dan data di bidang ketahagaagan;

pelaksanaan fasilitasi pengembangan pelembagagamman

pelaksanaan pengembangan pola kemitraan dalamrpbaggan ketahanan
pangan;

pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaa

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

oo
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 42
(1) Susunan Organisasi KKP, terdiri dari :

a. Kepala Kantor;

Subbagian Tata Usaha;

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

Seksi Penganekaragaman Pangan;

Seksi Kewaspadaan dan Keamanan Pangan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud padé&laydipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawalbeldanggung jawab
kepada Kepala KKP

(3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada(&yatipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dambgtagjawab kepada
Kepala KKP.
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(4) Bagan Organisasi KKP, sebagaimana tercantum padapitan X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuesardh ini.

BAB XIlI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 43

RSUD merupakan unsur pelaksanaan kegiatan PenterD#erah dibidang
pelayanan kesehatan, yang dipimpin oleh seorarekidir yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 44

RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayai@dadg kesehatan
secara komprehensip dan terintegrasi yang berdapa glan berhasil guna
dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulibaimggatan kesehatan
dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalaygnan rawat inap, rawat
jalan, gawat darurat (emergensi) dan tindakan medik

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalksua Pasal 44, RSUD
mempunyai fungsi :

pelaksanaan pelayanan medis;

pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non;medis

pelaksanaan pelayanan asuhan dan keperawatan;

pelaksanaan pelayanan rujukan;

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;

pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan keomanga

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bup#tidahg pelayanan
kesehatan.

Se@meaoTy

Bagian Kedua
Klasifikasi dan Susunan Organisasi

Pasal 46
RSUD diklasifikasikan sebagai RSUD Kelas C.
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(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 47

Susunan Organisasi RSUD, terdiri dari :
a. Direktur;

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.

c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
2. Seksi Pengendalian Mutu.

d. Bidang Perlengkapan dan Pengendalian, terdiri:dari
1. Seksi Perlengkapan;
2. Seksi Pengendalian Sarana.

e. Bidang Rekam Medik dan Diklat, terdiri dari :
1. Seksi Rekam Medik;
2. Seksi Diklat dan Litbang.

f. Instalasi;

g. PoliKlinik;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Bydip{mpin oleh
seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah damaniggungjawab
kepada Direktur.

Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud paddBydipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah darartggiingjawab
kepada Direktur.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud padgByatipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dampbgrtagjawab kepada
Kepala Bidang masing-masing.

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud padg13 dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pengaturan Instalasi, Komite Medik, Komite Keperanadan Poli Klinik
secara teknis ditetapkan oleh Direktur
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(7)

(8)
(9)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

Poli Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlidmasikan oleh
pejabat fungsional yang senior sesuai bidang keamyia dan
bertanggungjawab kepada Direktur melalui KepalaBgimasing-masing.

Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan dani Rdinik ditetapkan
oleh Direktur.

Bagan Organisasi RSUD tercantum dalam LampiranyaXig merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XIV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 48

Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga TeknisaDamempunyai
tugas melaksanakan sebagaian tugas Lembaga TelagsalD masing-
masing yang bersifat teknis sesuai dengan jenislik@adan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksda ggat (1) terdiri
dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjanggfional yang terbagi
dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrammpyia.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimakswth @gyat (2)
dipimpin oleh seorang pejabat fungsional seniorgydiunjuk oleh dan
bertanggung jawab kepada masing-masing pimpinanbbagen Teknis
Daerah.

Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksudayatlg?) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimarakglid pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturamgeng—undangan yang
berlaku.

BAB XV
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 49

Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelak3aknis Badan pada
Lembaga Teknis Daerah, diatur dengan PeraturaatBup

(1)

Pasal 50

Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelakskmis operasional
Badan.
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(2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksda pgat (1),
dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana TeBaidan yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB XVI
PENJABARAN, URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 51

Penjabaran, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaghknid Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur détgyaturan Bupati.

BAB XVII
TATA KERJA

Pasal 52

(1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Unsur Panpirembaga Teknis
Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mekara prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalamgKkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi di lingkuriganbaga Teknis
Daerah Kabupaten Purbalingga serta dengan ingtngdi luar Lembaga
Teknis Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap Unsur Pimpinan Lembaga Teknis Daerahuaten Purbalingga
wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apatsljadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah semrajan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap Unsur Pimpinan Lembaga Teknis Daerahugaten Purbalingga
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikavaban masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelgksanaan tugas
bawahannya.

(4) Setiap Unsur Pimpinan Lembaga Teknis Daerahuaten Purbalingga
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertamggawab kepada
atasan langsung masing-masing dan menyampaikaratfapecara berkala
tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Bawahannya wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunamafapebih lanjut
dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing keadsan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organis&isi yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.
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(7) Dalam pelaksanaan tugas setiap unsur pimpiranbbaga Teknis Daerah
dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahaib wajngadakan
rapat berkala.

BAB XVIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 53

(1) Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada agelieknis Daerah
Kabupaten Purbalingga diangkat dan diberhentikagh dBupati sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Jenjang pangkat pada Lembaga Teknis Daerah digsuas dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, makabaiejama tetap
menduduki jabatan sampai dengan pengisian perstamil dilantiknya
pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Pengisian personil dan pelantikan pejabat sebagaimizmnaksud pada ayat
(1) dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2009.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, makatuPam Daerah

Kabupaten Purbalingga:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomdia28n 2005 tentang
Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas KeluargeenBana dan
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupatdmalhgga Tahun
2005 Nomor 23);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomoral@m Tahun 2005
tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja BadanaRasgn Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 20030N25);
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10.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga NomoraXor®6 Tahun
2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja BHdpegawaian
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tak0@5
Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomoral@mn Tahun 2005
tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan dPeayaan
Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingglaurm 2005
Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomoralom28 Tahun
2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja B&#aencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenliRggaaTahun
2005 Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomordlaz® Tahun 2005
tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantoatdas Bangsa,
Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamoag Ftembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 29);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomoralom31 Tahun
2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kadnhgkungan
Hidup Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah pétbn
Purbalingga Tahun 2005 Nomor 31);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomoralom32 Tahun

2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja KRetogolahan Data
Elektronik dan Arsip Daerah (Lembaran Daerah Katemp&urbalingga
Tahun 2005 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomorald2 Tahun 1996
tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakim Daerah
Kabupaten Dati |l Purbalingga (Lembaran Daerah kaben
Purbalingga Tahun 2005 Nomor 34) dicabut dan dakat tidak
berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasigiat daerah wajib

mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengamaturBn
Daerah ini.

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerahs@panjang mengenai
pelaksanaannya diatur oleh Bupati.
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Pasal 57
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggaidingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymelagngan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran aba&abupaten
Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ditetapkan di Purbalingga

Kabupaten Purbalingga pada tanggal 14 Oktober 2008

Nomor 16 Tanggal 16 Oktober 2008 BUPATI PURBALINGGA,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA cap. fid
cap. ttd TRIYONO BUDI SASONGKO
SUBENO
PENJELASAN
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ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah maka daerah harus ajentgng dan
menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi navgannya.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-Undan@rNgZnTahun
2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2@difartg
Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Méwgeri Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan OagmnBerangkat
Daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk malakan
pengkajian yang mendalam dengan menerapkan pNSIHH
manajemen modern, sehingga organisasi perangkthdgeng dibentuk
dapat berfungsi secara efisien dan efektif, segagarah kepada upaya
penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yarakudikan untuk
mengembangkan organisasi yang lebih profesionaldasarkan
kebutuhan riil daerah (sesuai visi, misi dan stiagang dikembangkan),
datar (flat), transparan, hierarki yang pendek dardesentralisasi
kewenangannya.

Di era global dan era otonomi daerah ini, orgamiparangkat
daerah diharapkan menjadi organisasi yang solidndampu berperan
sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi petak&n, sehingga di
dalam penataannya sangat memperhatikan ciri-cing yantara lain
sebagai berikut :

1. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi danegjrgang jelas :
Dengan visi, misi dan strategi yang jelas akan dagpausun
organisasi yang sesuai kebutuhan yang menyeimbangka
kemampuan sumber daya organisasi dan kebutuharara&ay serta
menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi.
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2. Organisasi Flat atau Datar.
Dalam artian struktur organisasi tidak perlu terdlari banyak
tingkatan atau hierarki dalam rangka proses peni@mkeputusan
dan pemberian pelayanan cepat kepada masyarakat.

3. Menerapkan strategi “ Learning Organization “
Organisasi yang cepat belajar akan mampu beradagetagan cepat
terhadap perubahan yang terjadi dalam menjawalartgah dan
memanfaatkan kesempatan dari perubahan tersebut.

Selain memperhatikan ciri-ciri tersebut, dasar atgg@nyusunan
organisasi perangkat daerah ini adalah adanyaumpsaerintahan yang
perlu ditangani, dengan sekurang-kurangnya mempeatigkan faktor
kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan yagagsmeliputi
sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis danakagg tugas, luas
wilayah kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 41 TaR007 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti uRaTaPemerintah
Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi §lexiiDaerah,
mewajibkan daerah untuk mengkaji ulang dan menatagkmbali urusan-
urusan yang menjadi kewenangannya, agar dapat m@myorganisasi
perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Némdahun 2007 dan
semaksimal mungkin mendekati kebutuhan riil seceaaional dan
obyektif.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 238 Undang-gridamor 32
Tahun 2004 secara limitatif menyatakan bahwa pematyperundang-
undangan yang mengatur pemerintahan daerah setdaHakukannya
Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepgnjaak bertentangan
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-UndanmgoN@2 Tahun
2004. dalam Penataan Organisasi Perangkat Daelain ®erpedoman
pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 legpedoman
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2@dfang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

[I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Cukup Jelas
Pasal 2 . Cukup Jelas
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
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Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32

Cukup jelas.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
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Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 41
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 45
Pasal 46
Pasal 47
Pasal 48
Pasal 49
Pasal 50
Pasal 51
Pasal 52
Pasal 53
Pasal 54
Pasal 55
Pasal 56
Pasal 57

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
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LAMPIRAN | PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 16

TAHUN 2008

TANGGAL 14 OKTOBER 2008

BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
[ |
SUBBAGIAN SUBBAGIA SUBBAGIAN
PROGRAM DAN PELAPORAN KEUANGAN UMUM
(
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
EKONOMI PEMERINTAHAN DAN KESRA FISIK DAN PRASARANA WILAYAH STATISTIK, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
| | | |
| | 1 |
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PRODUKSI DAN DISTRIBUSI PEMERINTAHAN SUMBERDAYA ALAM STATISTIK DAN LITBANG
DAN TATA RUANG
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
JASA DAN KEUANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PRASARANA WILAYAH PENGENDALIAN DAN EVALUASI
UPTB BUPATI PURBALINGGA,
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LAMPIRAN I

PURBALINGGA

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN

NOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

16 TAHUN 2008

TANGGAL 14 OKTOBER 2008

INSPEKTUR
|
SEKRETARIAT

! |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN

PROGRAM DAN KEUANGAN UMUM

PELAPORAN
q
| | |
INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH | WILAYAH [I WILAYAH Il WILAYAH IV
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LAMPIRAN Il PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 16 TAHUN 2008

TANGGAL 14 OKTOBER
2008
BAGAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEPALA BADAN
! |
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
| |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN UMUM
PELAPORAN

N

J
BIDANG BIDANG BIDANG

KETAHANAN MASYAAKAT PEMBERDAYAAN POTENSI MASYARAKAT PEMBERDAYAAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
| I |
SUBBIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI RAKYAT PENGEMBANGAN SWADAYA
DAN TEKNOLOGI TEPATGUNA GOTONGROYONG MASYARAKAT
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT SUMBERDAYA DESA DAN LINGKUNGAN PENGEMBANGAN POTENSI KESEJAHTERAAN
SOSIAL
BUPATI PURBALINGGA,
UPTB i

TRIYONO BUDI SASONGKO
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LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 16 TAHUN 2008
TANGGAL 14 OKTOBER 2008

BAGAN ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KEPALA BADAN

|
| |
| SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
[ |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN UMUM
PELAPORAN
N
,
BIDANG B|IDANG BIDANG
KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
| | |

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN KELUARGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG

PEMBINAAN JARINGAN INSTITUSI INFORMASI DAN ADVOKASI PERLINDUNGAN ANAK
UPTB —‘ BUPATI PURBALINGGA,

TRIYONO BUDI SASONGKO

LAMPIRAN V  PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 16 TAHUN 2008
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BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KEPALA BADAN

TANGGAL 14 OKTOBER 2008

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL | |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUIBBAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN UMUM
PELAPORAN
N
| % |
BIDANG BIDANG BIDANG
PENGEMBANGAN DAN DIKLAT MUTASI DATA DAN PEMBINAAN PEGAWAI
| J |
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN KEPANGKATAN INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA
PEGAWAI
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
DIKLAT PEGAWAI PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEMBINAAN DAN TATA USAHA
PEGAWAI KEPEGAWAIAN
BUPATI PURBALINGGA,
UPTB
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LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 16 TAHUN 2008
TANGGAL 14 OKTOBER 2008

BAGAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KEPALA KANTOR

|
!
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUBBAGIAN
TATA USAHA
SEKSI SEKSI SEKSI
KESATUAN BANGSA DAN KETAHANAN BANGSA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
POLITIK

BUPATI PURBALINGGA,

TRIYONO BUDI SASONGKC
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LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 16 TAHUN 2008
TANGGAL 14 OKTOBER 2008

BAGAN ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA KANTOR

|
]
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUBBAGIAN
TATA USAHA
SEKSI SEKSI SEKSI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN
PENCEMARAN KONSERVASI TEKNOLOGI

BUPATI PURBALINGGA,

TRIYONO BUDI SASONGKC
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LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 16 TAHUN 2008
TANGGAL 14 OKTOBER 2008

BAGAN ORGANISAS| KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

KEPALA KANTOR

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUBBAGIAN
TATA USAHA
SEKSI SEKSI SEKSI
PERPUSTAKAAN ARSIP DAERAH DOKUMENTASI

BUPATI PURBALINGGA,

TRIYONO BUDI SASONGKC
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LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 16 TAHUN 2008
TANGGAL 14 OKTOBER 2008

BAGAN ORGANISASI KANTOR PENANAMAN MODAL

KEPALA KANTOR

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
PENGKAJIAN, PROMOSI,
FASILITASI DAN KERJASAMA
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SEKSI
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN
DAN PENGENDALIAN
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BAGAN ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN

KEPALA KANTOR

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

LAMPIRAN XPERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 16 TAHUN 2008
TANGGAL 14 OKTOBER 2008

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI
PANGAN

SEKSI
PENGANEKARAGAMAN PANGAN

KEWASPADAAN DAN KEAMANAN

SEKSI

PANGAN
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LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 16 TAHUN 2008

TANGGAL 14 OKTOBER 2008
BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DIREKTUR
|
| I
BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL [ |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PROGRAM DAN PELAPORAN KEUANGAN UMUM
/11
U\
BIDANG BIDANG BIDANG
PELAYANAN PERLENGKAPAN DAN PENGENDALIAN REKAM MEDIK DAN DIKLAT
SEKSI SEKSI SEKSI
PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN PERLENGKAPAN REKAM MEDIK
SEKSI SEKSI SEKSI
PENGENDALIAN MUTU PENGENDALIAN SARANA DIKLAT DAN LITBANG

BUPATI PURBALINGGA,

TRIYONO BUDI SASONGKO
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